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ABSTRAK :  - bahwa telah dibentuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 
2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak  dan untuk melaksanakan 
pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu menetapkan 
petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak oleh pimpinan instansi 
pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037) sebagaimana telah 
diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.68, TLN No.6477), PP 30 Tahun 
2019 (LN Tahun 2019 No.77, TLN No.6340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 
No.98), Permenkeu RI 210/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No.1961) sebagaimana telah 
diubah dengan Permenkeu RI 184/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No.1356), 
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pemeriksa Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang 
Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/ atau Penegakan Hukum Perpajakan pada 
Kementerian, yang terdiri atas Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, Pemeriksa Pajak Ahli 
Muda, Pemeriksa Pajak Ahli Madya, dan Pemeriksa Pajak Ahli Utama. Kegiatan 
penyidikan tindak pidana perpajakan dalam klaster Pemeriksaan Bukti Permulaan dan 
Penyidikan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang telah diangkat dan dilantik sebagai 
penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penilaian kinerja Pemeriksa Pajak meliputi SKP dan Perilaku Kerja. 
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilaksanakan oleh 
PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan PNS ke 
dalam J abatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan melalui pengangkatan pertama, 
perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Untuk menjaga martabat dan kehormatan 
profesi Pemeriksa Pajak, dibentuk organisasi profesi Pemeriksa Pajak. Untuk 
kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pemeriksa Pajak dapat dipindahkan 
ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dengan persetujuan PPK. Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi persyaratan kenaikan 
pangkat dan/ atau jabatan dan memiliki rekomendasi untuk kenaikan pangkat dan/ 
atau jabatan setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
133/PMK.03/2018, dapat dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/ 
atau jabatan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan dikecualikan dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
133/PMK.03/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 September 2022 dan diundangkan 
pada tanggal 13 September 2022. 

  - Lampiran halaman 35-124. 

 


